
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

NOMOR  19  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,   
telah terjadi perubahan  nomenklatur satuan kerja perangkat 
daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang 
daerah  dan  perubahan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang 
terkait dengan pengelolaan barang milik daerah; 

 

b. bahwa disamping itu dalam rangka efektivitas pengelolaan dan 
pengendalian barang daerah, beberapa ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 perlu dilakukan perubahan dan 
penyempurnaan ; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ; 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara   
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4286) ; 

 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara RI 
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
1967); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara  (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3573) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara RI Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4515); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4023); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan 
dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan 
Otonomi Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4073); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara RI   Nomor 4578); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008  (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855) ; 

 

12. Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah   (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

 

13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 
Penjualan Rumah Negeri ; 

 

14. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan 
Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; 

 

15. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ; 

 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang 
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ; 

 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan ; 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi  Sumatera 
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D); 
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22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2     Seri 
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D) ; 

 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 
3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 
Seri D). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 
dan 

 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E)   diubah 
lagi sebagai   berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka  13 diubah sehingga Pasal 

1 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan : 

 
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

 

5. Daerah yang  selanjutnya disebut daerah otonom adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang daerah. 

 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. 

 

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

 

10. Inspektorat adalah  Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 
 

11. Dihapus 
 
 
 


